
 

 

 

L E M B A R A N  D A E R A H  
   KOTA BITUNG 

 

  NOMOR   :  3                 TAHUN    2017 

 

WALIKOTA BITUNG 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG 

NOMOR  3  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BITUNG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 



 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3421); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang      
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

 14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2); 

 15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung 
Tahun 2015 Nomor 4); 

 16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota 

Bitung Tahun 2016 Nomor 6); 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG 

dan 
WALIKOTA BITUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

 

 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan 
Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 



 

c. Laporan Arus Kas; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas;  
g. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan 
h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.  

   
Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut : 
 
a. Pendapatan R        Rp. 850.221.255.724,63 
b. Belanja       Rp. 799.459.099.837,00        
 Surplus/(defisit)       Rp.  (50.762.155.887,63) 

c. Pembiayaan   
 1. Penerimaan Rp.   52.138.005.284,10 
 2. Pengeluaran Rp.   54.542.030.357,00 
     Pembiayaan Netto   Rp.    (2.404.025.072,90) 

   
 Pasal 3 

 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 
 
a.   Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan 

sejumlah Rp. (43.839.546.796,37) dengan rincian 

sebagai berikut : 
 
 
 

1. Anggaran Pendapatan 
setelah  

    Perubahan 

 
Rp. 894.060.802.521,00 

2. Realisasi  Rp. 850.221.255.724,63 
    Selisih lebih/(kurang) Rp. (43.839.546.796,37)   

   
b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah      

Rp.(89.883.784.768,10)  dengan rincian sebagai 
berikut :  
1. Anggaran Belanja   

setelah 

    Perubahan 

 
Rp. 889.342.884.605,10 

2. Realisasi Rp. 799.459.099.837,00 
    Selisih lebih/(kurang) Rp. (89.883.784.768,10) 

   
c. Selisih anggaran dengan  realisasi  Surplus / Defisit 

sejumlah Rp. (46.044.237.971,73) dengan rincian 

sebagai berikut :  
1. Surplus/defisit setelah  
    Perubahan 

 
Rp.    4.717.917.915,90 

2. Realisasi  Rp.   50.762.155.887,63 



 

    Selisih lebih/(kurang) Rp. (46.044.237.971,73) 
 

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan 

Pembiayaan sejumlah Rp (310.108.800,00) dengan 
rincian sebagai berikut :  
1. Anggaran penerimaan  
    Pembiayaan 

 
Rp.  52.448.114.084,10 

2. Realisasi Rp.  52.138.005.284,10 
    Selisih lebih/(kurang) Rp.      (310.108.800,00) 

   
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran 

Pembiayaan sejumlah Rp.(2.624.001.643,00) dengan 
rincian sebagai berikut :  
1. Anggaran pengeluaran 
    pembiayaan   

 
  Rp.  57.166.032.000,00 

2. Realisasi   Rp.  54.542.030.357,00 
    Selisih lebih/(kurang) Rp.  (2.624.001.643,00) 

 
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto 

sejumlah Rp.2.313.892.843,00 dengan rincian sebagai 
berikut :  

1. Anggaran pembiayaan  
netto 

Rp.  (4.717.917.915,90) 

2. Realisasi  Rp.  (2.404.025.072,90) 
    Selisih lebih/(kurang)   Rp.   2.313.892.843,00    

 
Pasal 4 

  
 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 

31 Desember 2016 sebagai berikut : 
 

a. Jumlah Aset Rp.1.441.005.216.765,27 
b. Jumlah Kewajiban Rp.       4.978.054.470,25 

c. Jumlah Ekuitas Dana                   Rp.1.436.027.162.295,02 
 

Pasal 5 
 
 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 

sebagai berikut : 
 
 

a. Saldo Kas Awal di BUD per 
1  Januari 2016  

 
Rp.      51.950.716.007,30 

b. Arus kas dari Aktivitas 

Operasi 

Rp.    273.654.766.288,63 

c. Arus kas dari Aktivitas 
Investasi 

Rp.  (277.244.749.558,00) 

d. Arus kas dari Aktivitas Rp.             (1.146.941,09) 



 

Transitoris 
e. Saldo Kas Akhir di BUD 

per 31 Desember 2016               
 
Rp.      48.359.585.796,84 

f. Kas di Bendahara BOS           Rp.           127.611.990,00 
g. Saldo Akhir Kas Rp.      48.487.197.786,84 

 
Pasal 6 

 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2016 sebagai berikut :  

 
a. Pendapatan-LO    Rp. 889.568.284.702,72 
b. Beban-LO    Rp. 718.252.336.323,40 
    Surplus/Defisit dari 

Operasi 

   Rp. 171.315.948.379,32 

c. Surplus/Defisit dari 
Kegiatan 
Non Operasional 

 
   Rp. (78.399.268.794,85) 

    Surplus/Defisit Sebelum 
Pos 

   Luar Biasa  

 
   Rp.   92.916.679.584,47 

d. Pos Luar Biasa    Rp.      (165.126.194,00) 
    Surplus/Defisit-LO    Rp.   92.751.553.390,47 

     
Pasal 7 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai 
berikut : 

 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.  51.948.114.084,10 

b. Sisa Lebih/Kurang 
Pembiayaan 

Anggaran (SILPA/SIKPA) 

  
Rp.  48.358.130.814,73 

 c. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.  48.358.130.814,73 
   

Pasal 8 

 
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf f untuk periode  yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :  

 
a. Ekuitas Awal   Rp. 1.129.733.868.485,73 

b. Surplus/Defisit –LO   Rp.      92.751.553.390,47 
c.    Dampak Kumulatif  

Perubahan    
rukebijKebijakan/Kesalahan 

 
 



 

Mmendasar :  
1. Koreksi Ekuitas Lainnya 
2. Koreksi Ekuitas Dana BOS    

Rp.   214.410.455.239,32 
Rp.            15.551.325,50 

3. Koreksi Ekuitas Aset Tetap 
4. Koreksi Ekuitas 
    Extracomptable    

Rp.        (169.321.574,00) 
Rp.        (714.944.572,00)                          
                 

d. Ekuitas Akhir Rp. 1.436.027.162.295,02 
 
  

   Pasal 9 
 
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat 
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

    
Pasal 10 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas ; 
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan 

Realisasi Anggaran menurut    Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian Laporan 
Realisasi Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi 
Anggaran Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi 
Anggaran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

           b.  Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 
 c. Lampiran III : Laporan Operasional;  
 d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 
 e. Lampiran V : Neraca; 
 f. Lampiran VI :  Laporan Arus Kas; 
 g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

 h. Lampiran VIII :Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
 i. Lampiran IX: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang    
     tidak tertagih; 

j. Lampiran X :  Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 



 

   Penyisihan Dana Bergulir;   
k. Lampiran XI:  Daftar Penyertaan Modal (Investasi)  

   Daerah;  

l. Lampiran XII :  Daftar Rekapitulasi Realisasi 
Penambahan  dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;  

m. Lampiran XIII :Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
 

n. Lampiran XIV :Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam  
     Pekerjaan; 

o. Lampiran XV  :Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
p. Lampiran XVI :Daftar Dana Cadangan Daerah; 
q. Lampiran XVII :Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
r. Lampiran XVIII:Daftar Kewajiban Jangka Panjang;  
s. Lampiran XIX  :Daftar Kegiatan - Kegiatan Yang Belum 

     Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan  

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya; dan 

t. Lampiran XX  :Ikhtisar Laporan Keuangan Badan       
Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah.        

 

 Pasal 11 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2016 diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

Pasal 12 
 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. 
 
 
   Ditetapkan di Bitung 
   Pada tanggal  31 Agustus 2017         

 
   WALIKOTA BITUNG, 
 
 
   ttd 
 

             MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 

 
 
 



 

Diundangkan  di : Bitung 
Pada tanggal : 31 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 
 

 
                    ttd 

 
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 3 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI 
SULAWESI UTARA (3/2017) 


